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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan PBI No.
13/23/PBI/2011 terhadap Implementasi Mitigasi Risiko bagi Hak Kreditur yang
Tidak Mendaftarkan Akta Perjanjian Fidusia di UJKS Jabal Rahmah Pulosari
Waru, Sidoarjo” adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan
bagaimana implementasi mitigasi risiko bagi hak kreditur yang tidak
mendaftarkan akta perjanjian fidusia di UJKS Jabal Rahmah serta bagaimana
analisis hukum Islam dan PBI No. 13/23/PBI/2011 terhadap Implementasi
Mitigasi Risiko bagi Hak Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Akta Perjanjian
Fidusia di UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru, Sidoarjo.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
observasi, wawancara, dan studi dokumen. Setelah data terkumpul, kemudian
diolah dan dianalisis dengan teknik deskriptif analitis. Skripsi ini menggunakan
metode penelitian kualitatif dengan pola pikir induktif. Kemudian dianalisa
dengan menggunakan hukum Islam dan PBI No. 13/23/PBI/2011.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi mitigasi risiko
yang diterapkan di UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo terkait dengan
tidak didaftarkannya akta perjanjian fidusia di kantor pendaftaran fidusia
diantaranya melakukan survey dan analisa terhadap nasabah sebelum mencairkan
dana pembiayaan yang diajukan, selain itu, pihak UJKS Jabal Rahmah Pulosari
Waru Sidoarjo juga memperbolehkan nasabah untuk menjual sendiri agunannya
namun tetap didampingi pihak UJKS, ketika mereka tidak sanggup membayar
kewajibannya dan pihak UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo membuat
surat kuasa jual bermeterai yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Adapun
analisis hukum Islam terhadap implementasi mitigasi risiko terhadap hak kreditur
yang tidak mendaftarkan akta perjanjian fidusia dinilai kurang sesuai dengan
ketentuan pada rahn tasjily yang mengharuskan pemanfaatan barang oleh rahin
harus dalam batas kewajaran. Sedangkan analisis menurut PBI No.
13/23/PBI/2011 UJKS Jabal Rahmah belum menerapkan standar manajemen
risiko sesuai regulasi tersebut. Meskipun standar itu diperuntukkan untuk
perbankan dan tidak ada kewajiban bagi koperasi untuk menggunakannya namun
standar itu juga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai sesama lembaga
keuangan, termasuk koperasi, karena Dinas Koperasi belum mengatur lebih lanjut
terkait mitigasi risiko di lingkup koperasi.

Dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan di koperasi syariah
hendaknya sesuai dengan aturan di dalam fikih muamalah, sehingga tidak terjadi
kesalahan yang dapat merugikan salah satu pihak. Diharapkan kepada pihak
UJKS Jabal Rahmah untuk ikut berpedoman pada PBI No 13/23/PBI/2011 untuk
standar manajemen risiko, selama belum ada aturan terkait manajemen risiko dari
Dinas Koperasi.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, tugas seorang manusia sebagai khalifah di muka bumi
adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan (A/-An’am:
163), selain itu manusia juga mempunyai tugas untuk senantiasa beribadah dan
saling membantu antar sesama (Adh-Dhariyat: 56). Peran serta manusia dalam
kehidupan tidak serta merta terlepas dari nikmat yang Allah berikan kepada
mereka, yaitumanhaj al-hayah (sistem kehidupan) dan wasilah al-hayah (sarana

kehidupan), sebagaimana firman-Nya:

A 50 e 1806 a3 NT g U epeetll G U ST 50

y RS Zs -0 Yy R 4,;//~@
(D) e S Ny s Y3 ole 23 bl g Jacge o W LJT s
“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk
(kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan
menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara
manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu

pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan”.
(QS. Lugman: 20)"

Islam sebagai suatu agama yang membawa rahmat bagi pemeluknya serta
sebagai petunjuk jalan kehidupan, akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan

yang baik, sebuah tatanan yang disebut sebagai hayatan tayyibah* Dalam bidang

'Departemen Agama RI, al-Qur’an Terjemah dan Tajwid (Bandung: Sygma Creative Media
Corp, 2014), 413.

*Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press,
2001), 7.



muamalah pun juga tidak terlepas dari peran serta manusia sebagai makhluk

sosial yang selalu membutuhkan antar satu dengan yang lain.

Islam sebagai agama yang mengajarkan arti usaha dan kerja keras yang
senantiasa mendorong pemeluknya untuk bekerja memenuhi kehidupannya dan
juga melarang umatnya untuk meminta-minta selagi ia masih mampu bekerja.
Indikator menjadi muslim yang baik adalah menjadi seorang muslim yang bisa
menyeimbangkan urusan dunia dan akhiratnya. Penyeimbangan aspek dunia dan
akhirat tersebut adalah salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam. Suatu sistem
perekonomian yang memadukan antara konsep keislaman dan ekonomi yang

tidak dijumpai dalam sistem perekonomian yang lain.

Dalam melaksanakan kegiatan muamalah tentu tidak terlepas dari
transaksi yang dibenarkan oleh syariah. Prinsip dasar akad adalah kewajiban
memenuhinya kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya.’ Kebutuhan
manusia akan uang atau kebutuhan lain yang terkait dengan uang sebagai alat
transaksi tentu tidak terlepas dari peran lembaga keuangan sebagai suatu
lembaga yang bertugas untuk menjalankan manajemen keuangan, termasuk Unit
Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Dalam menjalankan peran dan fungsinya, baik
UJKS, KJKS maupun perbankan syariah tentu memiliki strategi mitigasi risiko
guna meminimalisir risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Risiko merupakan
suatu keadaan di kemudian hari yang dapat diperkirakan sebelumnya serta

memiliki potensi merugikan atau dampak negatif lainnya bagi pemilik risiko.

Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 7.



Dari definisi tersebut, risiko mengandung beberapa potensi, yakni potensi
kerugian atau potensi negatif lainnya seperti ketidakpastian, kerugian dan
diperolehnya hasil yang tidak sesuai harapan. Berdasarkan potensi-potensi itulah

kemudian risiko diukur, dimitigasi, dan dimonitor selama proses berjalan.*

Mitigasi risiko adalah serangkaian prosedur atau suatu tindakan terencana
dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko untuk meminimalisir suatu
keadaan yang berpotensi mengalami kerugian atau menimbulkan dampak negatif
yang mungkin terjadi di kemudian hari. Tujuan utama dari mitigasi risiko adalah
untuk mengurangi kemungkinan kerugian dan dampak negatif yang mungkin
terjadi. Sebelum bentuk mitigasi risiko dapat diterapkan, lembaga keuangan
syariah harus terlebih dahulu mengetahui setiap karakteristik dari masing-masing
risiko yang akan dimitigasi. Seperti contoh dalam hal penyaluran pinjaman
kepada nasabah, pihak lembaga keuangan syariah harus memahami risiko
kerugian yang mungkin terjadi nanti adalah ketika nasabah tidak mampu
melunasi kewajibannya (gagal bayar). Bentuk penerapan mitigasi risiko pun tidak
selalu sama, karena setiap risiko memiliki karakteristik yang berbeda sehingga

strategi mitigasi risiko yang perlu diterapkan juga berbeda.’

Tidak sedikit nasabah yang mengalami gagal bayar dalam suatu
pembiayaan. Hal tersebut yang menjadi salah satu tolak ukur bagi lembaga
keuangan syariah untuk bisa menetapkan mitigasi yang tepat dan terkontrol

untuk mengantisipasi terjadinya risiko di kemudian hari.

“Imam Wahyudi et.al, Manajemen Risiko Bank Islam (Jakarta: Salemba Empat, 2013),2-4.
Sy -
Ibid., 73-74.



Jika dikorelasikan dengan adanya risiko dikemudian hari yang akan
terjadi, tentu tidak terlepas dari akad yang di aplikasikan di lembaga tersebut.
Karena masing-masing akad juga memiliki potensi risiko yang berbeda-beda. Di
dalam lembaga keuangan syariah terdapat beberapa akad muamalah yang
diterapkan dalam produk-produk yang di tawarkan, diantaranya adalah jual beli,
Terkait dengan transaksi (akad) di lembaga keuangan syariah, termasuk jual beli
yang telah dibahas para ulama dalam fikih muamalah, salah satunya yaitubai’ a/-

murabahah.

Bai’ al-murabahah adalah perjanjian jual beli barang antara bank dengan
nasabah pada harga asal dengan adanya margin(keuntungan) yang disepakati
oleh kedua belah pihak®. Dalam melakukan pembiayaan murabahabh,
diperbolehkan pihak lembaga keuangan syariah untuk meminta jaminan kepada
nasabah sebagai upaya preventif ketika nasabah melakukan wanprestasi.

Dalam praktiknya pihak lembaga keuangan syariah sebagai kreditur
meminta jaminan kepada nasabah, yang mana barang jaminan tersebut
dibebankan sebagai jaminanfidusia yang dituangkan dalam akta perjanjian fidusia
yang disepakati oleh kedua belah pihak.’

Di dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang jaminan fidusia menyatakan: “Fidusia adalah pengalihan hak

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda

*Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah ...,101-102.
"Ahmad Muzakki (Manajer Pemasaran UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru, Sidoarjo),
Wawancara, 13 Desember 2018.



yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik
benda”.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut, kreditur menerima pengalihan
hak kepemilikan suatu benda dari debitur, namun penguasaan terhadap benda

tersebut tetap berada di tangan debitur.®

Didalam pasal 11 ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia disebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib
didaftarkan serta memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana yang tertuang dalam
UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Namun dalam praktiknya akta perjanjian fidusia yang menjadi
kesepakatan bagi kedua belah pihak antara UJKS Jabal Rahmah dengan nasabah
hanya dibuat sebagai akta di bawah tangan artinya, akta perjanjian tersebut
hanya dibuat oleh pihak lembaga keuangan syariah dan bukan di hadapan notaris
atau pejabat resmi lainnya.

Di dalam pasal 1880 KUH Perdata dijelaskan bahwa:
Akta di bawah tangan, sejauh tidak dibubuhi pernyataan sebagaimana
termaksud dalam pasal 1874 alinea kedua dan dalam pasal 1874 a, tidak
mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga, kecuali sejak hari dibubuhi
pernyataan oleh seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk
oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturan undang-undang atau
sejak hari meninggalnya si penanda tangan atau salah seorang penanda
tangan atau sejak hari dibuktikan adanya akta di bawah tangan itu dari
akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum, atau sejak hari diakuinya akta

di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang dihadapi akta
itu”

8Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 150-152.
°Salim dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (Mou) (Jakarta: Sinar
Grafika, 2008), 33-39.



Jika kita menelaah di dalam pasal 12 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia pada point b dijelaskan bahwa salah satu hal yang harus ada
ketika melakukan pendaftaran benda jaminan fidusia di kantor pendaftaran
fidusia adalah harus ada tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan
fidusia. Artinya, ketika hal tersebut belum terpenuhi, maka benda yang dijadikan
sebagai jaminan fidusia tersebut belum bisa didaftarkan ke kantor pendaftaran
fidusia.

Ketika akta perjanjian fidusia tersebut tidak dibuat di hadapan notaris
artinya bukan merupakan akta autentik, maka hak-hak kreditur tidak bisa
mendapat perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, termasuk hak untuk melakukan eksekusi
terhadap jaminan fidusia tersebut. Akta autentik merupakan akta yang dibuat
dihadapan pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum untuk
pembuktian di muka pengadilan.'’Karena sertifikat jaminan fidusia yang telah
didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia mempunyai kedudukan yang sama

dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kedudukan yang tetap."'

Di dalam hukum Islam, ada beberapa sebab akad itu bisa dikatakan batal,
yakni:
a. Pembatalan oleh pembuat penawaran;

b. Salah satu pihak meninggal dunia;

95alim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 29.

"Hukum Online, “Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan”,
Http://M.Hukumonline.com/Klinik/Detail/Cl4588/Akibat-Hukum-Jaminan-Fidusia-Yang-Belum-
Didaftarkan, “Diakses Pada” 1 Oktober 2018
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c. Penolakan penawaran yang dilakukan dengan ucapan atau tindakan;

d. Berakhirnya tempat perjanjian;

e. Objek mengalami kerusakan.'

Ketika benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia tidak didaftarkan
di kantor pendaftaran fidusia, maka hak kreditur tidak mendapat perlindungan
secara hukum sesuai dengan amanat UU Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan
fidusia.

Dalam praktiknya di UJKS Jabal Rahmah, pihak lembaga tidak membuat
akta perjanjian fidusia di hadapan notaris. Akta tersebut adalah akta di bawah
tangan yang dibuat oleh pihak UJKS Jabal Rahmah sendiri. Sehingga, benda yang
dibebankan dengan jaminan fidusia tersebut tidak bisa didaftarkan di kantor
pendaftaran fidusia dikarenakan belum memenuhi persyaratan sesuai yang
tertuang dalam regulasi UU Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia, terkait dengan
tempat kedudukan notaris yang membuat akta tersebut. Sehingga, hak kreditur
untuk bisa melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia bagi nasabah
yang wanprestasi tidak mendapat perlindungan hukum sesuai amanat UU Nomor
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Diantara salah satu faktor KJKS, UJKS maupun lembaga keuangan
syariah non bank lainnya tidak membuat akta di hadapan notaris karena biaya
yang cukup mahal."’Berdasarkan fakta dilapangan, kemungkinan risiko yang

timbul di kemudian hari sangatlah mungkin terjadi.Sebagaimana contoh kasus di

“Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 151-152.
“Ahmad Muzakki (Manajer Pemasaran UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru, Sidoarjo),
Wawancara, 13 Desember 2018.



UJKS Jabal Rahmah berikut: salah satu nasabah di UJKS Jabal Rahmah bernama
Bapak Eko Susanto, telah mengajukan pembiayaan murabahah sebanyak 3 kali di
UJKS Jabal Rahmah. Pembiayaan pertama dan kedua bisa dibilang lancar karena
pekerjaan Bapak Eko saat itu masih stabil. Namun, pada pembiayaan ketiga,
mulaiada penunggakan dan itikad tidak baik dari nasabah. Berdasarkan survey
lapangan yang dilakukan oleh penulis beserta marketing, keluarga nasabah dalam
hal ini adalah istri nasabah memberikan keterangan sebagai berikut:
Bapak Eko telah pergi ke luar kota sejak beberapa bulan yang lalu, dia
meninggalkan saya dan anak-anak tanpa natkah. Saya hanya sanggup
membayar sebesar 3 juta dari kekurangan angsuran suami saya, kalau pihak
lembaga menyuruh saya untuk mengembalikan penuh, saya tidak sanggup,
karena sekarang saya sudah tidak punya apa-apa, rumah yang saya tempati
ini pun sudah hampir habis masa kontraknya, sekarang saya hanya usaha
kecil-kecilan, menitipkan jajanan ringan di warung, dan itupun hasilnya
tidak seberapa, hanya cukup untuk makan sehari hari, kalau pihak lembaga
setuju, saya akan pinjam vang kakak saya untuk bayar yang 3 juta tadi."*
Pihak UJKS berniat mengeksekusi barang jaminan yaitu berupa sepeda
motor yang dijaminkan pada waktu pengajuan pembiayaan. Salah satu bentuk
mitigasi risiko di UJKS Jabal Rahmah adalah dengan menetapkan agunan sebagai
jaminan dalam pembiayaannya serta melakukan survey untuk menentukan
tingkat kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya kepada
lembaga. Oleh karena itu, perlu kiranya, pihak lembaga keuangan syariah
menetapkan strategi mitigasi risiko yang bertujuan untuk mengurangi atau
meminimalisasi risiko yang akan terjadi di kemudian hari sebab hal tersebut.

Mitigasi risiko yang dibenarkan oleh syariat, mempertimbangkan hukum Islam

dan Peraturan Bank Indonesia No.13/ 23/ PBI/ 2011.

“ Bu Eko, Wawancara, Perumahan Pondok Tjandra, 7 November 2018.



Sebagai lembaga yang berbadan hukum koperasi, belum ada aturan
khusus yang mengatur mengenai mitigasi risiko di koperasi, berbeda dengan
BPRS yang berada di bawah naungan Bank Indonesia, yang sudah mempunyai
acuan yang tersistem dan terstruktur terkait manajemen risiko atau mitigasi
risiko yakni berpedoman pada PBI No. 13/23/PBI/2011. Sedangkan strategi
mitigasi risiko di UJKS Jabal Rahmah dan Koperasi syariah lain lebih kepada
regulasi yang dibuat dan diawasi sendiri (self regulation) dan (self control). Di
dalam salah satu jurnal ekonomi dijelaskan bahwa belum adanya regulasi serta
pengawasan yang kurang maksimal terkait mitigasi risiko di lingkup koperasi
syariah, sepertiUJKS Jabal Rahmah menuntut pihak UJKS menetapkan aturan
sendiri, namun aturan tersebut sebaiknya berpedoman pada PBI Nomor
13/23/PBI/2011, meskipun aturan tersebut lebih diperuntukkan untuk perbankan,
namun kebijakan standar tersebut sangat baik untuk diaplikasikan pada lembaga

keuangan yang mempunyai karakteristik sama dengan perbankan."

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian
yang berjudul: “Analisis Hukum Islam dan PBI No.13/ 23/ PBI/ 2011 terhadap
Implementasi Mitigasi Risiko bagi Hak Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Akta

Perjanjian Fidusia di UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo”.

""Edi Susilo dan Abdul Hakim, “Manajemen Resiko Pembiayaan di Baitul Maal wa Tamwil dan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan”, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan
Islam, 1 (Januari, 2012), 25.
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,

maka identifikasi masalah penelitian kali ini berupa:

1.

Akta perjanjian fidusia yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang

berupa akta di bawah tangan bukan akta autentik.

. Tidak dibuatnya akta perjanjian fidusia di hadapan notaris dengan alasan biaya

yang cukup mahal.

. Tidak terpenuhinya syarat sebagai akta yang dibuat oleh notaris untuk bisa

mendaftarkan benda jaminan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia.

. Pihak UJKS tidak mendaftarkan benda jaminan fidusia di kantor pendaftaran

fidusia.

. Lemahnya regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian koperasi

dan UKM serta dinas terkait tentang penerapan mitigasi risiko di lembaga

keuangan syariah non bank.

. Mitigasi risiko bagi hak kreditur yang tidak mendaftarkan akta perjanjian

fidusia di UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo.

. Analisis hukum Islam dan PBI No.13/ 23/ PBI/ 2011 terhadap implementasi

mitigasi risiko bagi hak kreditur yang tidak mendaftarkan akta perjanjian
fidusia di UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo.

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis menetapkan

batasan masalah pada penelitian kali ini, dengan tujuan agar penelitian dapat
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terarah dan fokus. Adapun batasan masalah dalam penelitian kali ini adalah

sebagai berikut:

1. Implementasi mitigasi risiko yang digunakan oleh pihak UJKS Jabal Rahmah
Pulosari Waru Sidoarjo terhadap hak kreditur yang tidak mendaftarkan akta
perjanjian fidusia.

2. Analisis hukum Islam dan PBI No.13/ 23/ PBI/ 2011 terhadap implementasi
mitigasi risiko bagi hak kreditur yang tidak mendaftarkan akta perjanjian

fidusia di UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis

merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi mitigasi risiko bagi hak kreditur yang tidak
mendaftarkan akta perjanjian fidusia di UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru
Sidoarjo?

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan PBI No.13/ 23/ PBI/ 2011 terhadap
implementasi mitigasi risiko bagi hak kreditur yang tidak mendaftarkan akta

perjanjian fidusia di UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian terdahulu yang

memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti saat ini. Berdasarkan
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deskripsi  tersebut posisi penelitian yang akan dilakukan harus
dijelaskan.'’Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini

antara lain:

"*Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel
Surabaya, 2016), 8.
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Tabel 1.1
Kajian Pustaka
Teknik
No Penulis Judul Metode dan Jenis Pengumpulan Persamaan Perbedaan
Penelitian Data
1. | Rere Analisis Implementasi | Kualitatif dan fie/d | Observasi, Membahas tentang | Penelitian terdahulu
Wijaya'’ Mitigasi Risiko Pada | research Dokumentasi, | implementasi mitigasi | menegaskan  mitigasi
Pembiayaan Wawancara risiko di UJKS Jabal | risiko pada pembiayaan
Murabahah di KSU Rahmah Pulosari | Murabahah, sedangkan
UJKS .Jabal Rahmah Waru Sidoarjo penelitian N ini'
Pulosari Waru menegaskan ~ mitigasi
Sidoarjo. risiko pada hak kreditur.
2. | RomaikiH | Mitigasi Risiko | Kualitatif dan field | Interview, Sama-sama Perbedaannya terletak
afni'® dalam  Pembiayaan | research Observasi, membahas tentang | pada objek yang
Murabahah (Studi di Dokumentasi | mitigasi risiko diteliti serta mitigasi
PT. BPRS Bhakti risiko terhadap
Sumekar Kantor pembiayaan

Pusat Sumenep). murabahah nya
sedangkan penelitian
yang penulis lakukan
disini adalah lebih
menekankan pada
mitigasi risiko pada

""Rere Wijaya, Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo (Skripsi—UIN
Sunan Ampel Surabaya, 2018), vi

""RomaikiHafni, Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep), (Tesis—UIN Sunan Ampel

Surabaya, 2016), vii
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hak krediturnya.

3. | Maimunah | Analisis Sadd ad- | Kualitatif dan studi | Studi pustaka | Sama- Perbedaan dengan
Datul dhari‘ah  Terhadap samamenggunakan penelitian  kali  ini
Yasar' Ketentuan PBI 13/ | pustaka analisis PBI 13/ 23/ | adalah terletak pada

23/ 2011 tentang 2011 tentang | metode penelitian
Penerapan Penerapan yang digunakan, pada
Manajemen  Risiko Manajemen  Risiko | penelitian  tersebut,
Bank Umum Syariah Bank Umum Syariah | penulis lebih
dan Unit Usaha dan Unit  Usaha | cenderung

Syariah Syariah. menggunakan analisis

yuridis dari PBI 13/

23/ 2011 tentang
Penerapan

Manajemen Risiko
Bank Umum Syariah
dan  Unit  Usaha
Syariah yang
kemudian dikaitkan

dengan analisis Sadd
ad-dhari’ah,

sedangkan pada
penelitian yang
penulis lakukan

"Maimunah Datul Yasar, Analisis Sad Al-Dhari’ahterhadap Ketentuan PBI 13/ 23/ 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit
Usaha (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), V.
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sekarang ini lebih
menekankan pada
implementasi mitigasi
risiko terhadap hak
kreditur yang
direlevansikan dengan

risiko tersebut.

PBI 13/ 23/ 2011
tentang Penerapan
Manajemen Risiko
Bank Umum Syariah
dan  Unit  Usaha
Syariah dan juga
hukum Islam yang
berlaku.

4. | Ferri Analisis Manajemen | Kualitatif dan field | Interview Sama-sama berbicara | Terletak pada objek
Iswahyudi | Risiko Pembiayaan | research mengenai manajemen | yang diteliti
20 ljarah Multijasa pada risiko pembiayaan di | ,sebelumnya ini yang

PT. BPRS Jabal Nur lembaga keuangan | diteliti adalah akad
Surabaya syariah, yang mana | jjarah multijasa,
mitigasi risiko juga | sedangkan yang
termasuk dalam | diteliti oleh peneliti
lingkup manajemen | sekarang adalah

implementasi mitigasi
risiko  pada  hak
kreditur dalam akta

*Ferri iswahyudi, Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan ljarah Multijasa pada PT. BPRS Jabal Nur Surabaya (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016),

1.
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perjanjian fidusia
pembiayaan
murabahah yang
kemudian

direlevansikan dengan
PBI 13/ 23/ 2011
tentang Penerapan
Manajemen Risiko
Bank Umum Syariah
dan  Unit  Usaha
Syariah dan juga
hukum Islam yang
berlaku.

Zidni
Ardhiana
Firdaus®'

Mitigasi Risiko
Pembiayaan di

Lembaga Keuangan
Mikro Islam

Kualitatif dan studi

kasus

Interview,
Observasi,
Dokumentasi

Persamaan  dengan
penelitian ini adalah
sama-sama
membahas mengenai
mitigasi risiko yang
ada di dalam lembaga
keuangan syariah.

Perbedaan dengan
penelitian  kali  ini
adalah pada objek nya
serta dipenelitian
sebelumnya ini
penulis membahas
mitigasi risiko
pembiayaan  secara
umum dilembaga
keuangan mikro
Islam, sedangkan
dipenelitian yang
akan penulis bahas

*1Zidni Ardhiana Firdaus, Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam (Tesis—Universitas Airlangga, 2014), xiv.
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sekarang adalah lebih
menekankan  kepada
implementasi mitigasi
risiko terhadap hak

kreditur dalam
perjanjian fidusia
pembiayaan

murabahah yang
kemudian di

relevansikan  dengan
PBI 13/ 23/ 2011
tentang Penerapan
Manajemen Risiko
Bank Umum Syariah
dan  Unit  Usaha
Syariah dan  juga
hukum Islam yang
berlaku.
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E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah hal yang ingin dicapai oleh penulis terhadap
penelitian yang dilakukannya. Tujuan penelitian harus selaras dengan
rumusan masalah yang dibuat.*® Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi mitigasi risiko bagi hak kreditur yang
tidak mendaftarkan akta perjanjian fidusia di UJKS Jabal Rahm ah Pulosari
Waru Sidoarjo.

2. Untuk mengatahui analisis hukum Islam dan PBI No.13/ 23/ PBI/ 2011

terhadap implementasi mitigasi risiko bagi hak kreditur yang tidak
mendaftarkan akta perjanjian fidusia di UJKS Jabal Rahmah Pulosari

Waru Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian.
1. Secara Teoritis

a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan
dapat menambah informasi dan wawasan keilmuan mengenai
implementasi mitigasi risiko terhadap hak kreditur dalam akta perjanjian
fidusia pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah, khususnya
Unit Jasa Keuangan Syariah.

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran serta

sebagai bahan masukan dan referensi untuk mendukung dasar teori

“Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis..., 20.
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penelitian yang sejenis dan relevan. Serta dapat dijadikan perbandingan
untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
keilmuan kepada penulis khususnya sebagai upaya untuk menerapkan,
memperkuat serta menyempurnakan ilmu yang telah diperoleh dibangku
perkuliahan. Sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan
menambah pengalaman serta pengetahuan seputar mitigasi risiko di
lembaga keuangan syariah termasuk Unit Jasa Keuangan Syariah.

b.Bagi Para Pengguna Informasi (Manajer Unit Jasa Keuangan Syariahdan
Karyawan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana
alternatif bagi pengelola Unit Jasa Keuangan Syariah untuk melindungi
hak kreditur dan meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi di
kemudian hari.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
kepada masyarakat luas mengenai pengelolaan dan implementasi
mitigasi risiko terhadap hak kreditur dan segala hal yang terkait
dengannya dalam lembaga keuangan syariah khususnya Unit Jasa

Keuangan Syariah.
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d. Bagi UJKS Jabal Rahmah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan
kepada manajer UJKS Jabal Rahmah untuk menerapkan strategi mitigasi

risiko terhadap hak kreditur yang sesuai dengan hukum Islam dan PBI

No.13/ 23/ PBI/ 2011.

G. Definisi Operasional
Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat
operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga penulis bisa
menjadikannya sebagai acuan dalam penelitian yang dilakukan. Definisi
operasional yang diberikan bukan per kata, namun hanya kepada setiap

variabel yang dipandang perlu dan masih belum operasional.*

Hukum Islam : Pendapat fukaha yang bersumber dari al-
qur’an, sunnah dan pendapat ulama
tentang rahn tasjily, yaitu suatu akad
jaminan  terhadap  utang, dimana
pemanfaatan barang yang dijaminkan
tersebut berada di tangan rahin,
sedangkan bukti kepemilikan atas barang
tersebut diserahkan kepada murtahin.

PBI No. 13/ 23/ PBI/ 2011 : Seperangkat peraturan Bank Indonesia

yang mengatur tentang manajemen

1bid., 9.



Implementasi Mitigasi Risiko

Akta Perjanjian Fidusia

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah

21

risiko bagi bank umum syariah dan unit
usaha syariah.

Penerapan terhadap tindakan yang
dilakukan oleh pemilik risiko untuk
mengurangi  dampak risiko yang
mungkin akan timbul di kemudian hari.
Bukti  tertulis  terkait dengan
pengalihan hak kepemilikan benda dari
pemberi fidusia kepada penerima
fidusia atas dasar kepercayaan dengan
ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya  dialihkan tersebut
tetap dalam penguasaan pemilik

benda.?*

suatu metode atau cara yang dapat

memudahkan serta memberikan arahan yang tepat bagi penulis dalam

melakukan penelitian, sehingga bisa menghasilkan penelitian yang

berkualitas. Metode penelitian berkaitan erat dengan prosedur, teknik, alat,

serta desain penelitian yang digunakan.”® Penelitian ini merupakan penelitian

2UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

“Rere Wijaya, Analisis Implementasi..., 22.



22

lapangan (field research) yakni suatu bentuk penelitian dengan cara
peninjauan langsung ke objek penelitian.
Selanjutnya untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan
serangkaian kata yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas:
1. Data yang dikumpulkan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data
yang dikumpulkan meliputi:
a. Data Primer
Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama.
Data primer ini diperoleh melalui narasumber atau dalam istilah
teknisnya responden, yaitu orang yang penulis jadikan objek penelitian
atau orang yang penulis jadikan sarana mendapatkan informasi ataupun
data.”® Adapun data primer dari penelitian ini adalah:
1) Data tentang praktik pembebanan jaminan fidusia pada pembiayaan
murabahah di UJKS Jabal Rahmabh.
2) Data tentang perjanjian fidusia kedua belah pihak yang dibuat oleh
pihak UJKS Jabal Rahmah.
3) Data tentang implementasi mitigasi risiko bagi hak kreditur di UJKS
Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga penulis

tinggal mencari dan mengumpulkan, misalnya di perpustakaan,

*Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2006), 129.
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perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat

statistik, dan kantor-kantor pemerintah.”’

Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah:

1) Gambaran umum UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru, Sidoarjo.

2) Data tentang produk-produk di UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru,
Sidoarjo.

3) Data tentang jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan
murabahah, baik dengan kategori lancar maupun tidak lancar di
UJKS Jabal Rahmah.

2. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yakni:
a. Sumber primer
Sumber primer adalah tempat diperolehnya data di lapangan
tempat penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak
yang terlibat langsung, yaitu:

1) Manajer, diperoleh data tentang praktik pembebanan jaminan fidusia
pada pembiayaan murabahah serta implementasi mitigasi risiko bagi
hak kreditur di UJKS Jabal Rahmah.

2) Kasie operasional, diperoleh data tentang operasional pembebanan

jaminan fidusia di UJKS Jabal Rahmah, PulosariWaru, Sidoarjo.

bid., 123.
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3) UPN (Unit Pelayanan Nasabah), diperoleh data tentang dokumen
perjanjian fidusia kedua belah pihak yang dibuat oleh pihak UJKS
Jabal Rahmabh.

4) Nasabah, diperoleh data tentang mekanisme pembiayaan murabahah
serta jenis agunan yang dijaminkan.

b. Sumber sekunder
Sumber sekunder adalah tempat diperolehnya data dari buku,
skripsi, tesis dan bahan bacaan lainnya terkait dengan objek penelitian.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Buku profil yang berisi gambaran umum di UJKS Jabal Rahmah
Pulosari, Waru, Sidoarjo.

2) Brosur dari UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru, Sidoarjo.

3. Teknik Pengumpulan Data
Merupakan cara mengumpulkan dan memperleh data yang dibutuhkan
untuk menjawab rumusan masalah penelitian.”® Teknik pengumpulan data

yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi
Kegiatan observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang
mana penulis harus terjun langsung ke lapangan mengamati hal-hal
yang berkaitan dengan kegiatan atau objek yang diteliti*’, antara lain

melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku,

*Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 138.
* M. DjunaedyGhony dan Fauzan Al Manshur, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-
Ruzz Media, 2017), 165.
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obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam
mendukung penelitian yang sedang dilakukan.’Dalam hal ini penulis
mengamati serta mengikuti kegiatan marketing pada saat penagihan
kewajiban tanggungan oleh nasabah.

b. Interview (wawancara)

Berupa tanya jawab antara penulis dengan responden untuk
memperoleh informasi serta data yang berlangsung secara lisan. Dalam
hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak di UJKS
Jabal Rahmah yaitu manajer pemasaran (Bapak Ahmad Muzakki,
S.Sos), data yang diperoleh dari wawancara tersebut terkait dengan
praktik pembebanan jaminan fidusia pada pembiayaan murabahah
serta implementasi mitigasi risiko bagi hak kreditur di UJKS Jabal
Rahmah. Kasie operasional (Ibu Maya Puspita, S.E), data yang kami
peroleh dari wawancara di kasie operasional adalah tentang operasional
pembebanan jaminan fidusia di UJKS Jabal Rahmah, Pulosari Waru
Sidoarjo. Nasabah (Ibu Eko Susanto), data yang kami peroleh dari
wawancara dengan keluarga nasabah adalah informasi terkait
permasalahan gagal bayar nasabah kepada UJKS Jabal Rahmah serta
faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut.

d. Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan sarana pembantu penulis dalam

mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-

*Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 138.
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surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan
tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. *'Dalam penelitian ini,
data yang diperoleh melalui teknik ini adalah tentang isi perjanjian
fidusia antara kreditur dengan debitur serta ketentuan dalam akad
tersebut, dokumen pengajuan pembiayaan nasabah serta perjanjian
pembebanan jaminan fidusia.
4. Teknik Pengolahan Data
a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan
memilih dan menyeleksi data yang ada dari berbagai segi, yang meliputi
kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan
serta relevansinya dengan permasalahan.’® Teknik ini digunakan penulis
untuk memeriksa kelengkapan data-data yang telah didapatkan dan akan
digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi. Selanjutnya, data
yang belum bisa dibaca dilakukan penerjemahan agar mudah dibaca dan
dipahami.” Dalam hal ini penulis melakukan editing terhadap data dan
dokumen terkait perjanjian serta hasil wawancara yang dilakukan
kepada para pihak di UJKS Jabal Rahmah yang terkait dengan penelitian
ini.
b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh
sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai

dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang telah

31q1a:

Ibid., 225.
3*Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
»Kusaeri, Metodologi Penelitian (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 218.
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diperoleh. Dalam hal ini penulis menyusun data yang diperoleh berupa
data hasil wawancara terkait objek yang diteliti, schingga bisa sesuai
dengan rumusan masalah yang ada.

c. Analyzing, memberikan analisis lanjutan terhadap data yang diperoleh
setelah melalui tahap editing dan organizing dengan menggunakan teori
dan dalil-dalil lainnya sehingga diperoleh kesimpulan. Dalam hal ini
penulis menganalisis data yang ada dengan perspektif hukum Islam,
khususnya rahn dan rahn tasjily serta PBI No. 13/ 23/ PBI/ 2011.

5. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif.

Metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis dari subjek yang diamati,** serta

pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu
fenomena sosial. Data tentang Implementasi Mitigasi Risiko Bagi Hak

Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Akta Perjanjian Fidusia di UJKS Jabal

Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo dianalisis dengan teknik deskriptif analitis

serta menggunakan pola pikir induktif. Data yang sudah didapat di

lapangan digambarkan untuk kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat

berdasarkan data primer dan sekunder. Kemudian dianalisa dengan

menggunakan hukum Islam dan PBI No. 13/23/PBI/2011.

3 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset),
2014, 4.
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I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan
kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika
pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang berjudul Teori Hukum Islam
tentang Gadai dan Manajemen Risiko Menurut PBI No. 13/23/PB1/2011, yang
memuat penjelasan tentang teori-teori yang berhubungan dengan rahn dan
rahn tasjily yang terdiri dari sub bab pengertian, dasar hukum, rukun syarat,
sifat akad, ketentuan, berakhirnya akad rain dan ketentuan rahn tasjily, akta
di bawah tangan yang meliputi pengertian, dasar hukum, kekuatan hukum
akta bawah tangan serta penjelasan tentang akta perjanjian fidusia,
manajemen risiko dan mitigasi risiko yang meliputi pengertian serta langkah-

langkahnya, serta PBI No. 13/23/ PBI/ 2011.

Bab ketiga adalah data penelitian yang berjudul Implementasi Mitigasi
Risiko Bagi Hak Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Akta Perjanjian Fidusia
di UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo. Bagian ini dibagi lagi menjadi
tiga sub bab. Sub bab pertama berisi tentang gambaran umum UJKS Jabal

Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo. Sub bab kedua berisi tentang mekanisme



29

pembiayaan murabahah dan pembebanan jaminan fidusia yang tertuang
dalam perjanjian. Sub bab ketiga berisi tentang implementasi mitigasi risiko
bagi hak kreditur yang tidak mendaftarkan akta perjanjian fidusia di UJKS
Jabal Rahmabh.
Bab keempat adalah Analisis terhadap Implementasi Mitigasi Risiko
Bagi Hak Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Akta Perjanjian Fidusia di UJKS
Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo, yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab
pertama berisi tentang analisis hukum Islam terhadap implementasi mitigasi
risiko bagi hak kreditur yang tidak mendaftarkan akta perjanjian fidusia di
UJKS JabalRahmahPulosariWaruSidoarjo. Sub bab kedua berisi tentang
analisis PBI No. 13/23/PBI/2011 terhadap implementasi mitigasi risiko bagi
hak kreditur yang tidak mendaftarkan akta perjanjian fidusia di UJKS Jabal
Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo.
Bab kelima adalah penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan
merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh daripenelitian yang
penulis lakukan sedangkan saran adalah masukan serta rekomendasi yang

penulis berikan kepada UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo.



BABII

TEORI HUKUM ISLAM TENTANG GADAI DAN MANAJEMEN RISIKO

MENURUT PBI NO. 13/23/PBI/2011

A. Rahn

1. Pengertian Rahn

Secara etimologi, rahn juga dinamai a/-habsu. Secara etimologi,
arti rahn adalah tetap dan lama, sedangkan a/-habsu berarti penahanan
terhadap hak suatu barang untuk dijadikan sebagai jaminan atas suatu
pembiayaan yang diajukan.’ Ibnu sayyidah mengartikannya dengan tiap
sesuatu yang diambil alih oleh orang lain sebagai jaminan atas sesuatu yang
diberikannya.’® Adapun rahn menurut beberapa ulama adalah sebagai
berikut:

a. Menurut Hanafiyah rahn adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan
bagi suatu utang.
b. Menurut Malikiyah rahn adalah benda yang berada pada kekuasaan orang
lain sebagai jaminan utang atas dasar kepercayaan.
c. Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah rahn adalah benda yang berada pada
kekuasaan orang lain sebagai jaminan utang atas dasar kepercayaan.”’
Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama diatas, dapat
ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud rahn adalah akad yang berasaskan

kepercayaan sebagai jaminan atas utang yang dimiliki. Apabila seseorang

Mardani, Hukum Sistem...,246.
36Enang, Transaksi Ekonomi...,190.

*bid.

30
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yang berhutang itu tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang yang
dijaminkan itulah yang nantinya akan dijual sebagai pelunasan utangnya.’®
2. Dasar Hukum Rahn

a. Al Quran®

- ,}/ }5/ -

L,.a.suvgqa-’uuﬁ‘ QU ww‘;—ﬁﬁ Lfég‘)i%ﬁyéﬁ*; ‘J‘/“/ﬁ'{obﬁ

Lé_;f’;é:.;u;j v\‘_@.,;«.” ‘}A..KJ Y) )w A%J&j) ;w‘u.ao.))‘ st\]‘ .3)..15
(B e b33 L BTy B X

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu
(para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-
Baqarah: 283)

b. Hadits*

-
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“Diriwayatkan dari Aisyah r.a: Rasulullah Saw pernah membeli makanan
dengan waktu tertentu (tempo) kepada seorang Yahudi, dan beliau
memberikan agunan berupa baju perisai besi kepadanya (5:55-S.M)”.

**Ibid.

39Departemen Agama RI, a/-Qur’an Terjemah...,49.

“Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhim Al-Mundziri, SahihMuslim, Mukhtashar Sahih Muslim
(Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 2002), 523.
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c. jma’

Para ulama telah sepakat tentang kebolehan penggunaan akad rahn
ini karena sudah digunakan sejak zaman nabi dan tidak ada dalil yang
melarangnya.*'

3. Rukun dan Syarat Rahn*
a. Rukun Rahn
Mayoritas ulama menyebutkan bahwa rukun rain ada empat,
yaitu: 1) Dua orang yang berakad ( ‘agidain), 2) Barang yang dijaminkan
(marhun), 3) Utang (marhun bih), 4) ljab qabul (sighat).
b. Syarat Rahn
Syarat dari ‘agidain adalah cakap untuk melakukan akad, artinya
sudah baligh, berakal dan tidak terhalang untuk melakukan akad.
Syarat dari marhun diantaranya adalah:
1. Bernilai dan dapat diperjual belikan;
2. Ada pada waktu akad;
3. Dapat diserahterimakan pada waktu akad;
4. Dapat dikuasai oleh penerima barang (murtahin);
5. Barang adalah milik orang yang berutang (rahin);
6. Dapat dibagi atau dipisahkan, jadi harta tersebut tidak terkait dengan
harta orang lain.
7. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, seperti buah dengan

pohonnya.

41Enang, Transaksi Ekonomi...,193.
“Ibid.,193-196.
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Syarat dari utang (marhun bih) adalah diantaranya:

1. Adalah hak yang harus dikembalikan kepada pemberi utang (rahin.)

2. Dapat menutupi utang yang harus dibayarkan jika murtahin tidak
mampu melunasi secara tunai.

3. Harus jelas dan tertentu.

4. Utangnya masih berjalan.

Syarat yang berkaitan dengan sighat adalah diantaranya:

1. Diucapkan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir bagi
orang yang melakukan.

2. Kedua orang yang berakad harus melakukan akad dalam satu majelis
yang sama.

3. Harus ada keterkaitan antara penyerahan (7ab) dan penerimaan
(gabul).

4. Tidak dikaitkan dengan syarat tertentu dimasa yang akan datang.

4. Sifat Akad Rahn*’

a. Jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa gabdh bukan
merupakan syarat sah akad rahn, akan tetapi syarat berlaku mengikatnya
rahn. Sehingga, akad rain belum dikatakan mengikat sebelum adanya
qgabdh. Rahin masih mempunyai kewenangan untuk membatalkan akad.

b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak adanya gabdh dalam rahn
menjadikan akad tersebut tidak sempurna. Dalam halini, gabdh

merupakan syarat kesempurnaan akad rahn.

“Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al-Kattani,dkk,Jilid 6 (Jakarta:
Gema Insani, 2011), /39.
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Di dalam literatur yang lain, juga dijelaskan bahwa ulama madzhab
hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa akad rahn bersifat
lazim bagi rahin, setelah barang jaminan dikuasakan (gabdh) kepada
murtahin. Dengan demikian, pihak rahin diperbolehkan untuk
membatalkan akad sebelum terjadinya gabdh. Sedangkan rahn bersifat
ghair lazim bagi murtahin, sehingga murtahin  diperbolehkan untuk
membatalkan akad kapan saja.**

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya kepastian hukum
dalam rahnyaitu setelah marhun dikuasai oleh murtahin. Tidak cukup
hanya dengan ucapan saja, tetapi juga harus direalisasikan dengan
penyerahan marhun kepada murtahin. Adapun menurut Malikiyah, akad
rahn bersifat lazim setelah adanya ijab gabul antara kedua belah pihak.
Akad rahn dikatakan sempurna apabila marhun telah dikuasai oleh pihak
murtahin.

Murtahin diperbolehkan untuk memaksa rahin menyerahkan marhun
selama tidak terhalang oleh empat hal, yaitu:

1. Rahin meninggal setelah dilaksanakan akad dan sebelum marhun
diserahkan kepada murtahin.

2. Rahin menderita  sakit yang tidak memungkinkan untuk bisa
melanjutkan akad.

3. Rahin mengalami pailit, dalam artian utangnya lebih banyak dari

hartanya.

44Enang, Transaksi Ekonomi...,198.
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4. Murtahin menagih rahin untuk membayar utangnya. Dengan alasan
adanya kepastian hukum akad itu dengan ijab qabul.*
5. Ketentuan Rahn.*®
Ketentuan rahAn di dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-

MUI/111/2002 adalah:

1. Murtahin (penerima barang) berhak menahan marhun sampai semua
utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2. Kepemilikan serta pemanfaatan marhun berpindah ke tangan rahin. Pada
prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali
seizin rahin, tanpa mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu
sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Rahin berkewajiban untuk memelihara dan menyimpan marhun , namun
hal itu juga boleh dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya dan
pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh
didasarkan pada jumlah pinjaman.

5. Penjualan marhun
a. Murtahin berkewajiban untuk mengingatkan rahin untuk segera

melunasi utangnya ketika sudah jatuh tempo.
b. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual

paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

“Ibid., 193-199.
**Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/II1/2002 tentang Rahn, Pasal 2 ayat 1-5.



36

c. Hasil dari penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya
penjualan.

d.Jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan marhun, maka hal tersebut
menjadi hak rahin, begitu juga jika terdapat kekurangan, maka
kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.*’

6. Berakhirnya Rahn.*

Akadrahn dikatakan berakhir disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. Ketika marhun sudah diserahkan kepada rahin. Dikarenakan marhun
merupakan jaminan dari adanya utang antara rahin dengan murtahin,
maka ketika marhun sudah diserahkan kepada rahin maka sudah tidak
ada lagi jaminan.

b. Utang sudah dilunasi oleh rahin.

c. Rahin dipaksa harus menjual marhun atas perintah hakim atau hakim

terpaksa menjualnya jika rahin menolak.

d. Terbebasnya utang.

e. Pihak murtahin membatalkan akad meskipun tanpa seizin rahin.

7 Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2010), 196.
48Enang, Transaksi Ekonomi...,199.
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f. Rahin meninggal atau pailit sebelum marhun dikuasai oleh murtahin.
Apabila salah satu pihak meninggal dunia atau karena pailitnya rahin
menurut mayoritas ulama hal ini tidak membatalkan akad.

g. Rusaknya barang yang dijaminkan.

h. Rahin menjual, menghibahkan, atau menshodaqohkan marhun kepada

orang lain atas seizin murtahin.”

B. Rahn Tasjily.”°

Ketentuan rahn tasjily berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-
MUI/IIT/2008 menjelaskan bahwa rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk
barang tetapi penguasaan barang jaminan tersebut tetap berada di tangan rahin
sedangkan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.

Ketentuan tentang rahn tasjily berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor
68/DSN-MUI/I11/2008 adalah:

a. Murtahin menerima bukti kepemilikan barang yang diserahkan oleh rahin.

b.Penyimpanan surat bukti kepemilikan barang jaminan kepada murtahin tidak
serta merta memindahkan kepemilikan barang tersebut ke murtahin. Apabila
terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, marhun dapat dijual
paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual kepihak lain sesuai

prinsip syariah.

4 Enang, Transaksi, 199-200.
*® Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umun...,200.
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c.Secara prinsip, rahin memberikan wewenang kepada murtahin untukmelakukan
eksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi
utangnya.

d. Rahin dalam memanfaatkan marhun harus sesuai kadarnya dan tetap dalam
batas kewajaran.

e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun
(berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin.

f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh disesuaikan
dengan jumlah pinjaman yang diberikan.

g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada
pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad zjarah.

h. Rahin menanggung biaya asuransi pembiayaan rahn tasjily.

C. Akta Bawah Tangan dan Akta Perjanjian Fidusia
Akta bawah tangan merupakan akta yang dibuat sendiri oleh para pihak,
bukan dibuat oleh seorang notaris atau pejabat berwenang lainnya. Akta di
bawah tangan dibagi menjadi 3 macam, yaitu:’'
1. Akta di bawah tangan dimana para pihak menandatangani perjanjian itu
diatas meterai (tanpa keterlibatan pejabat yang berwenang).
2. Akta di bawah tangan yang di daftar oleh notaris atau pejabat berwenang

lainnya.

>1Salim dkk, Perancangan kontrak...,33.
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3. Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang
berwenang.

Di dalam pasal 15 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang jabatan notaris, akta di bawah tangan yang dilegalisasi disebut
dengan akta di bawah tangan yang disahkan, sementara akta di bawah tangan
yang didaftar disebut dengan istilah dibukukan. Akta di bawah tangan yang
disahkan merupakan akta yang harus disahkan di hadapan notaris atau pejabat
berwenang lainnya. Maksud dari makna pengesahan diatas adalah:

1. Notaris menjamin bahwa nama yang tersebut dalam kontrak adalah orang
yang menandatangani kontrak tersebut.

2. Notaris dapat menjamin bahwa tanggal yang disebutkan dalam kontrak
tersebut adalah tanggal ditanda tanganinya kontrak tersebut.’

Makna akta di bawah tangan yang dibukukan adalah notaris menjamin
bahwa akta tersebut benar adanya sesuai dengan hari dan tanggal dilakukan
pembukuan/ pendaftaran oleh notaris.

Di dalam pasal 1880 KUHPerdata dijelaskan bahwa akta di bawah tangan
mempunyai kekuatan mengikat pada pihak ketiga dengan syarat:

1. Akta tersebut disertai pernyataan oleh seorang notaris atau pejabat
berwenang lainnya dan dibukukan berdasarkan aturan undang-undang.
2. Sejak hari meninggalnya penanda tangan atau salah seorang penanda

tangan.

32 Ibid.
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3. Sejak hari dibuktikannya adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta
yang dibuat oleh pejabat umum.
4. Sejak akta di bawah tangan itu diakui secara tertulis oleh pihak ketiga.

Sedangkan yang dimaksud dengan akta perjanjian fidusia adalah bukti
tertulis terkait dengan pengalihan hak kepemilikan benda dari pemberi fidusia
kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa
benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan
pemilik benda.”

Di dalam UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 1
ayat 2 menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan terhadap benda
bergerak dan tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak
tanggungan. Pasal 11 juga menjelaskan bahwa benda yang dibebankan dengan
jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan wajib didaftarkan di
kantor pendaftaran fidusia. Setelah didaftarkan, maka penerima fidusia akan
menerima sertifikat jaminan fidusia, yang mana sertifikat tersebut memiliki
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.”* Sehingga
ketika pemberi fidusia melakukan wanprestasi, maka penerima fidusia
mempunyai hak eksekutorial untuk mengeksekusi jaminan yang dibebankan

fidusia tersebut.

**UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
S4Tys
Ibid.
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D. Manajemen Risiko

Risiko merupakan suatu bentuk kemungkinan atau dampak negatif
yang muncul di kemudian hari. Kemungkinan tersebut menunjukkan adanya
suatu ketidakpastian, jadi ketidakpastian itu yang menyebabkan munculnya
risiko.” Dengan kata lain, risiko merupakan potensi kerugian yang mungkin
terjadi di kemudian hari akibat terjadinya sesuatu. Manajemen risiko
merupakan suatu upaya atau cara untuk mengetahui, mengiidentifikasi,
menganalisis serta mengendalikan risiko dalam suatu kegiatan untuk
mendapatkan efektifitas yang lebih tinggi.® Manajemen risiko dilakukan
untuk meminimalisir terjadinya kerugian atau dampak negatif yang muncul di
kemudian hari. Terdapat lima tahapan proses manajemen risiko, yaitu:
identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, monitoring risiko serta
pengendalian dan pelaporan risiko.

Langkah-langkah dalam proses manajemen risiko adalah sebagai
berikut:
1. Identifikasi risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan mengidetifikasi

setiapkarakter sumber risiko yang ada pada lembaga keuangan syariah, baik
pada lembaganya atau pada produknya.

2. Pengukuran risiko

Pengukuran risiko ini dilakukan sebagai acuan untuk melakukan

pengendalian risiko.

55 Herman Darmawi, Manajemen Risiko (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 21.
56 .
Ibid, 17.
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3. Pemantauan risiko
Lembaga keuangan syariah harus memiliki metode pemantauan risiko
yang cukup memadai. Hasil dari proses pemantauan risiko tersebut
disajikan dalam bentuk laporan berkala kepada pihak manajemen untuk
menentukan langkah mitigasi yang harus dilakukan.
4. Pengendalian risiko
Lembaga keuangan syariah harus memiliki sistem pengendalian risiko
yang memadai, antara lain dengan metode mitigasi risiko untuk menyerap
potensi kerugian.’’

Di dalam proses manajemen risiko terdapat proses mitigasi risiko.
Mitigasi risiko merupakan teknik untuk mengelola dan meminimalkan
terjadinya risiko dikemudian hari,sehingga bisa mengurangi dampak dari
suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan
pemilik risiko tersebut, atau dengan kata lain, mitigasi risiko adalah teknik
untuk mengelola dan meminimalkan terjadinya risiko di kemudian hari.

Ketika suatu risiko terjadi, pihak lembaga keuangan syariah dapat
melakukan beberapa hal untuk menghadapi terjadinya risiko tersebut.
Pertama, pihak lembaga keuangan syariah dapat menghindari risiko. Hal
tersebut dilakukan karena dianggap membutuhkan biaya yang murah
dibandingkan yang lain. Kedua, pihak lembaga keuangan syariah dapat
melakukan transfer risiko kepada pihak ketiga, misalnya pada perusahaan

takaful. Hal ini berkaitan dengan suatu keadaan yang diluar kendali

°" Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta:
Salemba Empat, 2013), 45-47.
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manusia, seperti kebakaran atau yang lainnya. Ketiga, pihak lembaga
keuangan syariah dapat melakukan mitigasi risiko karena dirasa risiko yang
dihadapi tersebut sangat krusial dan sulit untuk ditransfer kepada pihak
lain. Keempat, pihak lembaga keuangan syariah dapat membiarkan risiko
tersebut karena risiko tersebut dianggap sangat rendah dan tidak banyak
berpengaruh terhadap inti kinerja perusahaan.’®

Tidak sedikit risiko yang ada pada lembaga keuangan syariah
berpengaruh pada kinerja perusahaan, oleh karena itu ada beberapa risiko
yang sulit untuk dihindari, dibiarkan atau ditransfer kepada pihak ketiga.
Salah satu langkah yang sangat realialistis dilakukan oleh lembaga
keuangan syariah untuk menghadapi risiko-risiko tersebut adalah
menyiapkan serangkaian proses mitigasi risiko untuk meminimalisir
terjadinya dampak risiko di kemudian hari. Proses mitigasi risiko
merupakan serangkaian prosedur yang digunakan lembaga keuangan untuk
meminimalisir terjadinya kerugian di kemudian hari.

Dengan demikian, mitigasi risiko berfungsi untuk meminimalisir atau
bahkan meghilangkan dampak kerugian yang ditimbulkan serta sebagai
upaya pembelajaran bagi lembaga keuangan syariah untuk menyiapkan
prosedur mitigasi risiko yang terarah guna mencegah terulangnya kasus

serupa. Selain sebagai upaya untuk meminimalisir kerugian, proses mitigasi

*¥ Imam, Manajemen risiko...,73-74.
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risiko tersebut hendaknya tetap berpedoman dan tidak melanggar

ketentuan syariat.”’

E. PBI No. 13/23/PBI/2011

PBI No. 13/23/PB1/2011 merupakan seperangkat peraturan Bank Indonesia
yang mengatur tentang manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit
usaha syariah. PBI No. 13/23/PBI/2011 telah berpedoman pada Basel 1%
dengan empat prinsip pengawasan, seperti yang telah dijelaskan dipasal 3
yaitu:
1. Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian

risiko serta sistem informasi manajemen risiko

4. Sistem pengendalian risiko secara menyeluruh.

Sebagaimana yang disebutkan di dalam PBI No. 13/23/PBI/2011 pasal 2,
bahwasannya ruang lingkup manajemen risiko di perbankan syariah adalah
sebagai berikut:

1. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif

* Tbid, 74-75.

% Basel II merupakan penyempurnaan kerangka permodalan pada Basel I yang berupa peraturan
mengenai perbankan yang menjadi rujukan utama dalam praktik perbankan internasional.
Regulasi ini dibuat berdasarkan hasil kesepakatan beberapa Negara yang tergabung dalam Basel/
Committee on Banking Supervision (BCBS).
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2. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
BUS dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan
anak.

3. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS dilakukan terhadap
seluruh kegiatan usaha UUS, yang merupakan satu kesatuan dengan
penerapan manajemen risiko pada BUK.*'

Terkait dengan proses mitigasi risiko di lembaga keuangan syariah non
bank, seperti koperasi atau BMT belum ada regulasi yang mengatur secara
khusus, maka PBI No. 13/23/PBI/2011 ini bisa dijadikan sebagai bahan
pijakan atau pedoman dalam menetapkan strategi mitigasi risiko yang
digunakan. Standar tersebut sangat baik diaplikasikan pada lembaga keuangan

yang karakteristiknya sama dengan perbankan.®

" PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah
2Edi Susilo dan Abdul Hakim, Manajemen Risiko...,25.



BAB III

IMPLEMENTASI MITIGASI RISIKO BAGI HAK KREDITUR YANG
TIDAK MENDAFTARKAN AKTA PERJANIJIAN FIDUSIA DI UJKS
JABAL RAHMAH PULOSARI WARU SIDOARJO

A. Gambaran Umum UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo®
1. Profil Lembaga

Unit Jasa Keuangan Syariah Jabal Rahmah merupakan lembaga keuangan
berbadan hukum koperasi yang berlokasi di JI. Melati No. 12 Kelurahan
Pulosari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, No. Telepon (031) 853 7292.
UJKS Jabal Rahmah didirikan di Buduran Sidoarjo pada bulan Juni 2011.

Pendirian UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo ini berawal dari didirikannya
Koperasi Serba Usaha Al-Hambra, berdasarkan akta pendiriannya salah satu
usaha yang dijalankan adalah Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.
Diharapkan dengan adanya unit usaha ini dapat mengorganisir pemanfaatan
dan pendayagunaan sumber daya ekonomi dan keuangan yang ada sesuai
dengan prinsip ekonomi syariah demi tercapainya peningkatan taraf hidup
khususnya bagi anggota koperasi dan secara umum bagi masyarakat luas.

UJKS Jabal Rahmah pertama kali berdiri sekitar bulan Juni 2011 didaerah
Buduran Sidoarjo dengan nama Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) —
Koperasi Serba Usaha (KSU) Jabal Rahmah. Sebagai sebuah lembaga usaha
baru tentunya masih banyak yang harus dibangun mulai dari kegiatan

operasional yang belum begitu matang hingga kegiatan menciptakan peluang

$UJKS Jabal Rahmah, Buku Profil UJKS Jabal Rahmah (Sidoarjo: UJKS Jabal Rahmah, t.t), 1-2.
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pasar. UJKS Jabal Rahmah sempat ditutup beberapa saat pada tahun 2013,
karena terjadi perselisihan antara pimpinan atau pengurus koperasi. Hal
inilah yang menyebabkan rencana usaha koperasi tidak dapat terealisasi
sehingga berakibat pada terpecahnya birokrasi dan menjadikan koperasi
tidak mampu menghasilkan profit dan akhirnya ditutup.

Pada tahun 2014 salah satu pimpinan UJKS Jabal Rahmah yakni Bapak
Ahmad Muzakki dan Ibu Maya Puspita kembali ingin menghidupkan
koperasi tersebut.Akhirnya, pada akhir tahun 2014 yakni dibulan Desember
UJKS Jabal Rahmah resmi berdiri kembali dan memulai kegiatan

operasionalnya di bulan Januari 2015.

2. Visi, Misi dan Motto Perusahaan®*

Visi UJKS Jabal Rahmah adalah menjadi Unit Jasa Keuangan Syariah,
yang terkemuka mengutamakan kemajuan, kesejahteraan, dan kepuasan
anggota dan calon anggota koperasi, badan hukum koperasi dan anggota
serta masyarakat pada umumnya.

Sedangkan misinya adalah melaksanakan pelayanan terbaik dibidang
jasa keuangan berdasarkan syariah Islam berlandaskan imtaq dan ibadah
terutama untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah milik
anggota dan calon anggota koperasi, badan hukum koperasi dan anggotanya

serta masyarakat pada umumnya dalam rangka berpartisipasi

*1bid.



48

mengembangkan ekonomi bangsa. Adapun motto UJKS KSU Jabal Rahmah

adalah “Bekerja sebagai Ibadah Berlandaskan Amanah”.
3. Dasar Hukum Pendirian Perusahaan

UJKS Jabal Rahmah mendapatkan badan hukum operasional pada 10
Juni 2011 dari dinas koperasi usaha kecil menengah perdagangan dan
perindustrian  Kabupaten Sidoarjo dengan surat keputusan nomor:
97/BH/XVI1.24/510/V1/2011.
4, Struktur Organisasi®’

a. Struktur Pengurus

1) Pembina : Drs. H. Sarpandi R. Hami
2) Pengawas : Sustianik, S.E

3) Ketua : Noor Hidayati

4) Sekretaris : S. Palawani

5) Bendahara : Endang

6) Manager Pemasaran  : Ahmad Muzakki.,S.Sos
7) Kasie Operasional : Maya Puspita, S.E
8) Account Officer : Senior AO:

a. Rizki Sucianto

Junior AO:

a. Ainur Rofiq.,S.Pd

b. Hanif Azhar

% Maya Puspita (Kasie Operasional UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru, Sidoarjo), Wawancara,
Sidoarjo, 15 Desember 2018.
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9) Teller : Lailatul Maghfiroh, S.M
10) UPN : Faiqotul Himmah, S.M
b. Struktur Operasional dan Deskripsi Tugasnya.®®

1) Pengawas
a) Mengawasi perkembangan kinerja UJKS Jabal Rahmabh.
b) Melakukan pemeriksaan secara berkala.
¢) Memberikan kritik, masukan, dan saran guna perbaikan kinerja.

2) Pengurus
a) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi.
b) Menyelenggarakan rapat anggota.
¢) Memutuskan penerimaan anggota baru dan penolakan anggota.
d) Pemberhentian anggota.
e) Menyusun ketentuan mengenai tugas dan wewenang.

3) Anggota
a) Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
b) Menghadiri RAT tahunan yang diadakan setahun sekali.
4) Pengelola
a) Manajer
Jabatan manajer dipegang oleh Bapak Ahmad Muzakki, S.Sos

manajer memiliki tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha,
administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan serta memberikan

pelayanan administratif kepada pengurus dan pengawas.

S8UJKS Jabal Rahmah, Buku Profil..., 4-6.
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b) Kepala Operasional
Dipegang oleh Ibu Maya Puspita, S.E, bertugas membantu
manajer dalam melakukan tugas-tugas dibidang operasional
koperasi.
¢)UPN
Dipegang oleh Ibu Faiqotul Himmah, memiliki tugas dan
tanggung jawab mengatur dan mempersiapkan surat menyurat
yang ada dalam koperasi, mempersiapkan  rapat-rapat di
koperasi,dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan
koperasi serta melayani nasabah dengan baik dan sesuai SOP

yang berlaku.

d)Teller/Kasir
Melayani transaksi nasabah yang datang secara tunai atau
kas, melakukan entry data ke sistem, menyelesaikan semua
laporan harian, mencocokkan jumlah modal awal secara fisik
dengan yang tertulis di form tanda terima modal awal serta
membuka dan mengaktifkan sistem untuk operasional
transaksi.®’
e)Account Officer (AO)/ Collections
UJKS Jabal Rahmah Memiliki tiga orang yang bertugas
sebagai AO yakni Ainur Rofiq, Hanif dan Rizki Sucianto.

Adapun tugas menjadi AO yaitu: mencari anggota yang layak

*Tbid.
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sesuai kriteria peraturan koperasi, menilai dan mengevaluasi
usaha yang layak dibiayai, melakukan kunjungan ke usaha
anggota, melakukan wawancara dan menggali sebetulnya apa
yang diperlukan oleh anggota tersebut.

Selain itu AO juga bertugas menjadi collector, tugas-
tugasnya antara lain mengadakan pemantauan dalam rangka
menciptakan kelancaran dan keberlanjutan kegiatan usaha, me
monitoringtentang pelaksanaan sekaligus melakukan penagihan
angsuran kepada anggota yang jatuh tempo maupun yang
memiliki tunggakan, dan menyetorkan hasil tagihan angsuran.

5. Keanggotaan
Pada awal berdirinya yakni di tahun 2011, jumlah anggota UJKS-KSU

Jabal Rahmah sebanyak 32 orang yang terdiri dari anggota biasa sebanyak 25
orang dan anggota luar biasa sebanyak 7 orang. Menurut survey terakhir
pada pertengahan tahun 2016 total anggota sebanyak 452 orang.
6. Produk-Produk UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo®®

Sebagaimana Lembaga Keuangan Syariah, Unit Jasa Keuangan Syariah
pada Jabal Rahmah, Waru Sidoarjo memiliki produk-produk yang berbasis
syariah, antara lain:
1. Simpanan

a. Simpanan Berjangka Koperasi (SIJAKOP)

*UJKS Jabal Rahmah, Brosur UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo (Sidoarjo:UJKS Jabal
Rahmah, t.t)
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Simpanan hanya dapat diambil sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan/ disepakati. Jangka waktu penyimpanan yakni 1 bulan, 3
bulan, 6 bulan atau 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis.
Nominal simpanan berjangka minimal Rp 1.000.000 dan tertinggi tidak
terbatas. Mendapat bagi hasil yang adil dan optimal serta dapat
dijadikan agunan/ jaminan pembiayaan.

b. Tabungan Wadi’ah

Tabungan wadi’ah merupakan produk tabungan diUJKS Jabal
Rahmah yang diperuntukkan bagi anggota perorangan serta
menggunakan prinsip titipan, diperuntukkan untuk anggota yang
menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Tabungan ini
menggunakan akad wadi’ah yad damanah. Setoran awal pembukaan
rekening minimum Rp 10.000, setoran tunai selanjutnya minimum Rp
5000 saldo minimum rekening (setelah penarikan) adalah Rp 10.000.

c. Tabungan Mudarabah

Tabungan mudarabah merupakan salah satu bentuk produk
penghimpun dana anggota dengan prinsip bagi hasil. Penarikan dan
setoran tabungan dapat dilakukan setiap saat selama jam kas buka di
kantor UJKS Jabal Rahmah. Tabungan ini dapat disetor dan diambil
sewaktu-waktu, dapat dijadikan agunan/jaminan pembiayaan. Adapun

setoran awal minimal Rp 10.000,- dan selanjutnya Rp 20.000,-
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d. Tabungan Qurban

Tabungan qurban ini dapat disetor setiap hari kerja dan hanya
dapat diambil setahun sekali untuk keperluan qurban. Setoran awal
minimal Rp 10.000,- dan selanjutnya Rp 20.000,-.*

e. Tabungan Akikah

Tabungan akikah ini dapat disetor setiap hari kerja dan hanya
dapat diambil untuk keperluan aqgiqoh. Untuk setoran awal minimal Rp
10.000,- dan selanjutnya Rp 20.000,-

f. Tabungan Hari Raya

Tabungan ini dapat disetor setiap hari kerja dan hanya dapat
diambil menjelang hari raya idul fitri. Setoran awal minimal Rp 10.000,-
dan selanjutnya Rp 20.000,-

g. Tabungan Tarbiyah (Pendidikan)

Dapat disetor setiap hari kerja dan hanya dapat diambil setiap satu
tahun pada saat kenaikan kelas. Setoran awal minimal Rp 10.000,- dan
selanjutnya Rp 20.000,-.

Persyaratan Simpanan adalah sebagai berikut:

a). Mengisi formulir permohonan dilampiri dengan foto copy KTP atau
identitas lainnya.

b). Penyetoran dapat dilakukan langsung di kantor KSU Jabal Rahmah atau

melalui transfer.

“Tbid.
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2. Pembiayaan
Adapun untuk setoran pembiayaan (financing), Unit Jasa
Keuangan Syariah Jabal Rahmah mempunyai produk pembiayaan untuk
para anggota, diantaranya adalah sebagai berikut: "
a. Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan ini dipergunakan untuk pembelian barang pada harga
asal dengan tambahan keuntungan (margin) sesuai dengan kesepakatan
kedua belah pihak. Pembayaran dilakukan secara angsuran/ cicilan tiap
bulan. Jangka waktu maksimal adalah 24 bulan. Maksimal plafond
pembiayaan sampai dengan Rp 25.000.000,-.
Persyaratan Pembiayaan adalah sebagai berikut:
a). Mengisi formulir permohonan dilampiri dengan:
a. Foto copy KTP diri dan suami/ istri (3 lembar)
b. Foto copy KK (2 lembar)
c. Foto copy buku nikah (2 lembar)

d. Foto copy jaminan

-Jaminan BPKB
a) Foto copy BPKB (2 lembar)
b) Foto copy STNK (2 lembar)

c¢) Cek fisik kendaraan

e. Pas foto suami istri terbaru.’!

Ibid.
"bid.
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Gambar 3.1
Brosur UJKS Jabal Rahmah

Koperasi Serba Usaha (KSU)

JABAL RAHMAH

Unit Jasa Keuangan Syari s)

Badan Hukum no : 977/BH/XVI.2

12 Pulosari, Waru-Sidoarjo

B. Mekanisme Pembiayaan AMurabahah dan Pembebanan Jaminan Fidusia

YangTertuang dalam Perjanjian.

Prosedur dalam pembiayaan murabahah ketika nasabah mengajukan

pembiayaan di UJKS Jabal Rahmah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan pada UJKS Jabal Rahmah

2. Nasabah mengisi form akad murabahah yang disediakan oleh pihak UJKS

3. AO dari pihak UJKS akan melakukan survey kepada nasabah tersebut
terkait dengan kesanggupan pembayaran angsuran kedepan sesuai dengan
yang tertuang dalam akad. Pihak UJKS akan menyesuaikan kemampuan
nasabah terkait dengan besaran angsuran kedepannya. Jumlah gaji yang

diterima nasabah akan menjadi salah satu tolak ukur pihak UJKS untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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mencairkan pembiayaan yang diajukan, jika pendapatan yang dimiliki
kurang memenuhi target untuk angsuran kedepan maka pihak UJKS akan
memberikan pengertian secara kekeluargaan kepada nasabah terkait hal
tersebut, karena pihak UJKS akan mencairkan sebesar 50-60% dari harga
jaminan yang diberikan.

4. Jika AO sudah melakukan survey kepada nasabah, selanjutnya AO akan
menganalisa terkait dengan kemampuan nasabah dalam melakukan

angsuran selanjutnya.

5. Jika sudah dinyatakan layak maka pihak UJKS akan merealisasikan
pembiayaan sesuai dengan jumlah pengajuan yang diajukan nasabah namun
pencairan tersebut menyesuaikan dengan harga jaminan yang diberikan,

maksimal 50-60% dari harga jaminan yang diberikan.”®

Jaminan yang dibebankan kepada nasabah merupakan jaminan
dalam bentuk fidusia, artinya hak untuk menguasai benda jaminan itu
masih berada di tangan nasabah sedangkan surat tanda bukti
kepemilikannya yang diserahkan kepada pihak UJKS Jabal Rahmah. Pihak
pertama (nasabah) berkewajiban untuk:

a. Menyerahkan surat bukti kepemilikan barang yang dijaminkan kepada
pihak kedua.
b. Wajib melakukan pemeliharaan yang sebaik-baiknya dan apabila

memperbaiki segala kerusakan atas biaya sendiri.

> Maya Puspita (Kasie Operasional UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru, Sidoarjo), Wawancara,
Sidoarjo, 18 Desember 2018.
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c. Apabila barang yang dijaminkan rusak atau tidak dapat dimanfaatkan
sama sekali, maka pihak pertama harus mengganti dengan barang sejenis
atau mempunyai nilai yang sama.

d. Tidak menghalangi pihak kedua atau kuasanya ketika ingin melihat
barang yang dijaminkan.

e. Menjamin bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri dan tidak
sedang digadaikan atau sedang dijaminkan untuk suatu pertanggungan
atau dibebani dengan ikatan lain berupa apapun, bebas dari sitaan dan
tidak dalam sengketa.

Dalam hal ini, jika hasil penjualan barang jaminan itu terdapat
kelebihan maka, kelebihan tersebut akan diserahkan kepada nasabah
kembali, begitu juga sebaliknya, ketika hasil penjualan itu ternyata masih
kurang untuk menutupi angsurannya maka kekurangan itu akan di bebankan

kepada nasabah juga.

Seperti contoh nasabah atas nama Bapak Eko Susanto yang sudah
mengajukan pembiayaan sebanyak 3 kali. Untuk pembiayaan yang ketiga
kalinya, Bapak Eko Susanto mengajukan pembiayaan sebesar Rp 7.000.000,
dengan menyerahkan beberapa persyaratan dan agunan berupa BPKB

Honda 2012 dan buku nikah.
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Gambar 3.2

Form Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Nasabah

Setelah semua persyaratan tersebut lengkap, selanjutnya pihak marketing
melakukan survey dan analisa terkait dengan kemampuan Bapak Eko,

karena Bapak Eko dianggap mampu untuk melunasi kewajiban tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, maka UJKS Jabal Rahmah

merealisasi pengajuan pembiayaan yang diajukan.

Dari total26 nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah
dalam kurun waktu satu tahun terakhir, penulis mencantumkan beberapa
nama nasabah sebagai sampel datayang mengajukan pembiayaan dengan
kriteria lancar dan tidak lancar. Berikut adalah beberapa data nasabah yang

mengajukan pembiayaan murabahah dengan kriteria lancar di UJKS Jabal

Rahmah”:
Tabel 3.1
Nasabah yang lancar pembiayaan
NO NAMA ALAMAT PLAFOND AGUNAN
1. | Teni JI. Mandala 27 | Rp 8.000.000 -BPKB  YAMAHA
Kustianin | B, 2015
gsih Semambung, -BPKB  YAMAHA
Sidoarjo 2009
-KSK
2. | Sri Utari | Pacarkeling, Rp 12.000.000 -BPKB HONDA
Surabaya 2012
-KSK
3. | Heri Djaja | Pacarkeling, Rp 10.000.000 -BPKB HONDA
Surabaya 2012
-Buku Nikah
-KSK
4. | A. Samuji | Gedangan, Rp 3.000.000 -BPKB SUZUKI
Sidoarjo 2010
5. | Siti Jember Rp 6.000.000 -BPKB HONDA
Cholifah 2006
- KSK
- Buku Nikah
- Akte Kelahiran

73Maya Puspita (Kasie Operasional UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru, Sidoarjo), Wawancara,
Sidoarjo, 19 Maret 2019.




Maftukin | JL Raden | Rp 10.000.000 -BPKB HONDA
Rahmat RT 2014
004 RW 001
M. Yahdi | Gemurung Rp 7.000.000 -BPKB HONDA
2013
Nuril Laili | Gedangan Rp 8.000.000 -BPKB HONDA
2013
Berikut adalah beberapa data nasabah yang mengajukan

pembiayaan murabahah dengan kriteria macet di UJKS Jabal Rahmah’:

Tabel 3.2

Nasabah yang tidak lancar pembiayaan

NO NAMA PLAFOND AGUNAN

1. Misji Rp 7.000.000 -BPKB HONDA
2015
-Buku Nikah

2. Rupiah Rp 8.000.000 -BPKB YAMAHA
2015
-KSK

3. Tjitjik Rp 4.000.000 -BPKB HONDA
2010
-KSK

4. Eko Susanto Rp 7.000.000 -BPKB HONDA
2014
-Buku Nikah

5. Suwarni Rp 3.000.000 -BPKB YAMAHA
2012
-KSK
Buku Nikah

6. Feni S. Rp 6.000.000 -BPKB HONDA
2010
-KSK

7. Ana Rp 10.000.000 -BPKB YAMAHA

2015
-KSK
BukuNikah

"*Maya Puspita (Kasie Operasional UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru, Sidoarjo), Wawancara,
Sidoarjo, 19 Maret 2019.




61

8. Mirna Rp 8.000.000 -BPKB HONDA
2016

-KSK

0. Linda Murtiningsih | Rp 7.000.000 -BPKB HONDA
2017

-KSK

Contoh kasus, nasabah atas nama Eko Susanto yang beralamatkan
di JI. Kedungdoro 9/21 RT 09/RW 01 Sawahan Surabaya mengajukan
pembiayaan sebesar Rp 7.000.000 dengan jaminan BPKB Honda 2012 dan
buku nikah. Pembiayaan ini diberikan dalam jangka waktu 18 bulan. Dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pokok dibayar setiap bulan sekali sebesar Rp 388.889

2. Margin jual beli dibayar setiap bulan sekali sebesar Rp 157.500+

3. Jumlah angsuran setiap bulan Rp 546.389
Sebelum UJKS Jabal Rahmah merealisasikan pembiayaan
tersebut, terlebih dahulu pihak AO melakukan survey dan menganalisa
terkait kemampuan nasabah.” Menurut informasi yang diperoleh dari
keluarga nasabah bahwasannya Bapak Eko Susanto kehilangan pekerjaan
dan mengalami pengangguran sejak beberapa bulan terakhir. Perekonomian
keluarga Bapak Eko mengalami penurunan yang cukup drastis, melihat
semakin banyaknya kebutuhan yang diperlukan namun minimnya
pemasukan yang ada. Istri Bapak Eko menjelaskan bahwa Bapak Eko
meninggalkan rumah semenjak beberapa bulan yang lalu. Pihak keluarga

menyadari bahwa Bapak Eko memilikiiktikad tidak baik kepada UJKS

75 Ibid.
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Jabal Rahmah karena melepaskan tanggung jawab pembayaran tanggungan
tanpa memberi keterangan apapun. Hal ini berawal dari penunggakan
pembayaran kewajiban kepada UJKS.Nasabah melarikan diri dengan
membawa sepeda motor yang dijadikan sebagai jaminan di UJKS Jabal
Rahmabh.

Pihak keluarga termasuk sang istri tidak mengetahui dengan pasti
kemana nasabah melarikan diri danapa alasannya serta membawa barang
jaminan tersebut. Istri nasabah juga memberikan penjelasan kepada AO dari
pihak UJKS Jabal Rahmah bahwasannya, pihak keluarga tidak bisa
melunasi tanggungan nasabah secara keseluruhan dikarenakan kondisi
perekonomian yang tidak memungkinkan lagi. Keadaan ekonomi yang
semakin melemah dan kebutuhan keluarga yang semakin banyak, membuat
pihak keluarga tidak sanggup untuk melunasi kekurangan tanggungan

tersebut.’®

By Eko, Wawancara, Perumahan Pondok Tjandra, 7 November 2018.
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C. Implementasi Mitigasi Risiko Bagi Hak Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan

Akta Perjanjian Fidusia di UJKS Jabal Rahmabh.

Mitigasi risiko merupakan suatu bentuk tindakan terencana yang
dilakukan oleh pemilik risiko untuk mengurangi dampak kerugian yang akan
timbul di kemudian hari.

Sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dan
menyalurkan dana kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan akan ada
risiko yang muncul. Risiko pada pembiayaan misalnya, karena praktik
pembiayaan yang dilakukan di UJKS Jabal Rahmah hanya ada satu
pembiayaan, yakni pembiayaan murabahah, hal ini tidak menutup
kemungkinan ada nasabah yang gagal bayar dalam pembiayaan tersebut, yang
mengharuskan pihak UJKS untuk melakukan eksekusi terhadap objek benda
yang dijadikan jaminan sewaktu akad berlangsung.

Pada praktiknya, akta pembebanan jaminan fidusia di UJKS Jabal
Rahmah merupakan akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak
tanpa campur tangan notaris di dalamnya. Akta tersebut tidak dibuat oleh
seorang notaris, dan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia juga tidak
didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.”” Jika melihat pada beberapa point
hal diatas yang harus terpenuhi terkait dengan pendaftaran benda jaminan

fidusia di kantor pendaftaran fidusia, memang ada salah satu point yang tidak

""Maya Puspita (Kasie Operasional UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru, Sidoarjo), Wawancara,
Sidoarjo, 18 Desember 2018.
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terpenuhi yaitu terkait dengan tempat kedudukan notaris yang membuat akta
jaminan fidusia tersebut.”

Pada pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
dijelaskan bahwa: “Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai
hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas
kekuasaannya sendiri”. Benda yang sudah didaftarkan di kantor pendaftaran
fidusia akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia, sertifikat tersebut
memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga hak kreditur bisa
mendapat perlindungan hukum sesuai amanat UU Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia.

Berhubungan dengan hal tersebut pihak UJKS Jabal Rahmah menerapkan
strategi mitigasi risiko yang tepat untuk meminimalisir kerugian yang
mungkin akan timbul di kemudian hari. Diantara bentuk mitigasi risiko yang

diterapkan di UJKS Jabal Rahmah adalah sebagai berikut:"

a. Melakukan survey dan analisa secara teliti kepada nasabah yang
mengajukan pembiayaan sebelum dilakukan pencairan dana, hal ini terkait
dengan kelayakan nasabah untuk menerima pembiayaan. Jika nasabah
dinilai layak menerima pembiayaan, dipertimbangkan dari segi
penghasilan, jaminan yang diberikan serta kesehatan finansialnya,maka

UJKS Jabal Rahmah akan mencairkan dana pengajuan pembiayaan

Ibid.
Ibid.
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tersebut, begitu juga sebaliknya, jika nasabah dinilai kurang mampu, atau
kurang seimbang antara dana yang diajukan dengan kemampuan yang
sebenarnya, maka pihak UJKS Jabal Rahmah tidak akan merealisasikan
pengajuan pembiayaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir
kemungkinan nasabah gagal bayar di kemudian hari. Jika jumlah
pengajuan lebih besar dari penghasilan tiap bulan serta jaminan yang
diajukan, maka UJKS Jabal Rahmah tidak akan merealisasikan pengajuan

pembiayaan tersebut.

b. Pihak nasabah diperbolehkan untuk menjual sendiri agunannya ketika jatuh
tempo pelunasan dan tidak mampu melunasi tanggungannya, akan tetapi
penjualan agunan tersebut harus didampingi dan tetap dalam pengawasan
dari pihak UJKS. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesan pemaksaan

terhadap nasabah dari pihak UJKS pada saat eksekusi jaminan dilakukan.

c. Pihak UJKS Jabal Rahmah membuat surat kuasa jual agunan bermeterai.
Kedudukan meterai dalam suatu dokumen merupakan pajak atas dokumen
dan bukan sebagai tanda sah atau tidaknya suatu dokumen. Dokumen yang
dimaksud dalam undang-undang tentang bea meterai adalah yang
menyatakan peristiwa, keadaan dan perbuatan dalam bidang hukum
perdata saja, yang memiliki arti penting bagi pemegangnya karena dapat

dijadikan sebagai alat bukti, baik di pengadilan atau di luar
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pengadilan.*"Menurut informasi yang diperoleh dari kasie operasional
UJKS Jabal Rahmah, bahwa“Surat kuasa jual agunan ini bisa mewakili hak
kreditur secara langsung untuk menjual agunan nasabah ketika nasabah
tersebut wanprestasi, meskipun sebenarnya akta pembebanan jaminan
fidusia yang dibuat bukan merupakan bentuk akta autentik yang dibuat
oleh notaris dan benda jaminannya tidak didaftarakan di kantor

pendaftaran fidusia”.*'

Gambar 3.3

Surat kuasa menjual agunan (Halaman 1)

%0 Billy Ivan Tansuria, Bea Meterai Pajak atas Dokumen di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2013), 14-16.
*! Tbid.
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Gambar 3.4

Surat kuasa menjual agunan (Halaman 2)
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BABIV

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENT ASI MITIGASI RISIKO BAGI HAK
KREDITUR YANG TIDAK MENDAFTARKAN AKTA PERJANJIAN
FIDUSIA DI UJKS JABAL RAHMAH PULOSARI WARU SIDOARJO

A.Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Mitigasi Risiko Bagi Hak
Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Akta Perjanjian Fidusia di UJKS Jabal
Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo.

Secara umum praktik menjaminkan barang kepada seseorang sebagai
jaminan sebuah utang di dalam Islam dikenal dengan istilah rahAn.
Berbicara masalah rahn, dikenal pula istilah rahn tasjily. Rahn tasjily
merupakan jaminan sebuah barang terhadap suatu utang, tetapi barang
yang dijaminkan itu masih berada dalam penguasaan si pemilik barang,
yang diserahkan kepada kreditur hanyalah surat tanda kepemilikan atas
barang tersebut.

Dalam pembiayaan murabahah di UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru
Sidoarjo menerapkan adanya jaminan sebagai bentuk pengikat terhadap
pembiayaan yang dilakukan nasabah. Barang yang dijadikan sebagai
jaminan dalam pembiayaan tersebut dibebankan sebagai jaminan fidusia,
dimana hanya surat tanda kepemilikan barang yang diserahkan kepada

pihak UJKS, sedangkan penguasaan barang tetap pada pemiliknya.

Di dalam Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn
tasjily, jaminan dalam bentuk rahintasjily dibolehkan salah satunya dengan

syarat pemanfaatan marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai

68
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kesepakatan. Hal itu juga bisa dijadikan acuan bagi UJKS Jabal Rahmah
untuk menerapkan teknik mitigasi terkait dengan kemungkinan
pemanfaatan barang jaminan oleh debitur yang melampaui batas. quality
control yang dilakukan pihak UJKS harus bisa lebih maksimal untuk
menghindari hal yang tidak diinginkan. Karena penguasaan barang tetap
pada pemilik barang, maka tidak menutup kemungkinan masih ada

nasabah yang melampaui batas dalam pemanfaatannya.

Seperti salah satu kasus di UJKS Jabal Rahmah dengan nasabah atas
nama Bapak Eko. Nasabah tersebut sengaja membawa kabur barang
berupa sepeda motor honda yang dijadikan jaminan dalam pembiyaan yang
diajukan. Mitigasi risiko terkait pengawasan terhadap pemanfaatan barang
jaminan oleh nasabah belum maksimal dilakukan, sehingga masih ada
nasabah yang menunda-nunda pembayaran angsuran, terlambat membayar
angsuran serta melakukan wanprestasi dengan membawa kabur barang
yang dijaminkan, seperti halnya kasus diatas, meskipun juga tidak sedikit
nasabah yang berhasil dalam pelunasan angsuran pembiayaan. Kurangnya
kontrol rutin yang dilakukan pihak UJKS terhadap nasabah dalam hal
pemanfaatan barang tersebut menyebabkan ketidaksesuaian dengan
ketentuan rahn tasjily yang mana pemanfaatan barang tersebut harus
dalam batas kewajaran, sehingga masih ada nasabah yang melampaui batas
kewajaran dalam hal pemanfaatan barang jaminan tersebut. Lain hal nya

jika pihak UJKS bisa memaksimalkan kontrol rutin terhadap pemanfaatan
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barang tersebut tentunya kemungkinan kerugian atau wanprestasi nasabah

masih bisa diminimalisir dengan baik.

Di dalam ketentuan rahn secara umum juga dijelaskan bahwa,
murtahin boleh memaksa rahin untuk menyerahkan marhun kecuali tidak
terhalang oleh beberapa hal yaitu:

1. Rahin meninggal setelah dilaksanakan akad dan sebelum marhun
diserahkan kepada murtahin.

2. Rahin menderita  sakit yang tidak memungkinkan untuk bisa
melanjutkan akad.

3. Rahin mengalami pailit, dalam artian utangnya lebih banyak dari
hartanya.

4. Murtahin menagih rahin untuk membayar utangnya. Dengan alasan
adanya kepastian hukum akad itu dengan ijab qabul.**

Melihat dari ketentuan diatas, murtahin tetap diperbolehkan untuk
memaksa rahin menyerahkan marhun karena rahin tidak berada dalam
empat kondisi diatas, termasuk pailit. Adapun menurut istilah muflis
(pailit) yaitu orang yang divonis hakim sebagai orang yang pailit dan ia
dilarang untuk menggunakan hartanya®, dalam kasus diatas rahin sengaja

membawa lari marhun dan mempunyai iktikad tidak baik kepada UJKS

Jabal Rahmah dengan tidak melunasi tanggungan pembiayaannya.

82 Enang, Transaksi, 199
% Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2016), 374.
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B. Analisis PBI No. 13/23/PBI/2011 Terhadap Implementasi Mitigasi Risiko
Bagi Hak Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Akta Perjanjian Fidusia di

UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo.

PBI No 13/23/PBI/2011 merupakan seperangkat peraturan Bank
Indonesia yang mengatur tentang manajemen risiko bagi bank umum
syariah dan unit usaha syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah, UJKS
Jabal Rahmah memang berada di bawah naungan Kementerian Negara
Koperasi dan UKM sebagai regulator dan pengawasnya . Regulasi terkait
dengan  proses manajemen risiko yang termasuk mitigasi risiko,
seharusnya juga berpedoman dengan regulasi manajemen risiko yang
dikeluarkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Namun sampai
saat ini regulasi tentang manajemen risiko termasuk mitigasi risiko belum
diatur lebih lanjut oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebagai
wadahnya. Sebagai lembaga keuangan syariah yang juga berperan seputar
penghimpunan dan penyaluran dana, dampak kerugian di kemudian hari
juga sangat mungkin terjadi pada UJKS Jabal Rahmah mengingat

minimnya regulasi yang mengatur dan juga regulasi internal di dalamnya.

Seperti halnya tidak terdaftarnya objek jaminan fidusia di kantor
pendaftaran fidusia juga menjadi salah satu acuan ditetapkannya risk
management. Karena hal tersebut terkait dengan proses eksekusi benda
jaminan ketika nasabah wanprestasi dalam pembiayaan serta untuk

melindungi hak kreditur ketika melakukan eksekusi terhadap barang
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jaminan tersebut. Di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan
fidusia pasal 11 dijelaskan bahwa benda yang di bebani dengan jaminan
fidusia wajib didaftarkan. Ketika benda tersebut sudah terdaftar maka
pihak kantor pendaftaran fidusia akan menerbitkan sertifikat jaminan
fidusia yang mana sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial
yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap. Ketika benda tersebut belum terdaftar sebagaimana
dimaksud, maka pihak UJKS sebagai kreditur ketika melakukan eksekusi
tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang disebutkan di
UUIJF, artinya, ketika ketentuan tentang pendaftaran itu belum terpenuhi

maka hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan secara hukum.

Dalam salah satu jurnal ekonomi dan keuangan Islam disebutkan
bahwa mengingat lemahnya regulasi dan pengawasan oleh Kementerian
Koperasi dan UKM serta dinas terkait, maka untuk lembaga keuangan
syariah yang berbadan hukum koperasi dan BMT disarankan untuk
berpedoman pada PBI No. 13/23/PBI/2011. Meskipun pada dasarnya
aturan itu diperuntukkan untuk perbankan, namun standar tersebut sangat
baik untuk diaplikasikan pada lembaga keuangan syariah seperti koperasi

yang memiliki karakteristik sama dengan perbankan.*

Penerapan manajemen risiko termasuk mitigasi risiko yang

disebutkan dalam pasal 3 PBI No.13/23/PBI/2011 adalah:

$%Edi Susilo dan Abdul Hakim, Manajemen Resiko..., 25.
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a. Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dewan pengawas syariah;

b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko;

c.Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan
pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan

d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dalam pasal 18 ayat (1) juga disebutkan bahwa dalam rangka
pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bank wajib membentuk:

a. Komite manajemen risiko; dan
b. Satuan kerja manajemen risiko.*®

Implementasi mitigasi risiko yang masih kurang maksimal di
UJKS Jabal Rahmah menyebabkan kurang tercovernya dampak kerugian
yang terjadi di kemudian hari.
Kalau masalah manajemen risiko yang kami terapkan memang masih
belum ada pedomannya, sekedar kami menerapkan seperti adanya surat
kuasa jual, analisis yang teliti dari pihak AO kami, sebatas itu. Kalau
masalah nasabah yang wanprestasi seperti kasus pak Fko, kami masih

berusaha untuk mencari titik tengahnya meskipun kecil kemungkinan
dana kita akan kembali seutuhnya.™

Penerapan mitigasi risiko di UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru
Sidoarjo juga terbilang masih cukup jauh jika kita melihat pada pedoman
Basel II yakni PBI No. 13/23/PBI/2011, minimnya kebijakan terkait

manajemen risiko termasuk mitigasi risiko serta tidak adanya komite

PBI No. 13/23/PBI/2011 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah.

% Ahmad Muzakki (Manajer Pemasaran UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru, Sidoarjo),
Wawancara, 13 Desember 2018.
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manajemen risiko yang menjadi salah satu sebab kurang ter covemya
dampak kerugian yang terjadi, seperti hal nya masih terdapat beberapa

nasabah yang bermasalah dalam hal pembiayaan yang dilakukan.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari beberapa permasalahan yang sudah

disebutkan diatas, maka kesimpulan yang dapat penulis paparkan adalah

sebagai berikut:

1.

2.

Implementasi mitigasi risiko di UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru
Sidoarjo terkait dengan tidak didaftarkannya akta perjanjian fidusia di
kantor pendaftaran fidusia diantaranya melakukan survey dan analisa
terhadap nasabah sebelum mencairkan dana pembiayaan yang diajukan,
Selain itu, pihak UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo juga
memperbolehkan nasabah untuk menjual sendiri agunannya namun tetap
didampingi pihak UJKS, ketika mereka tidak sanggup membayar
kewajibannya, hal itu untuk menghilangkan kesan keterpaksaan terhadap
nasabah ketika pihak UJKS hendak melakukan eksekusi terhadap barang
jaminnya. Pihak UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo juga
membuat surat kuasa jual bermeterai yang ditanda tangani oleh kedua
belah pihak,

Analisis hukum Islam terhadap implementasi mitigasi risiko terhadap hak
kreditur yang tidak mendaftarkan akta perjanjian fidusia di UJKS Jabal
Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo adalah dinilai kurang sesuai dengan

salah satu ketentuan rahn tasjily, karena masih ada nasabah yang
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melampaui batas dalam memanfaatkan marhun. Sedangkan menurut
ketentuan rahn pada umumnya murtahin tetap diperbolehkan untuk
memaksa rahin menyerahkan marhun. Adapun analisis menurut PBI No.
13/23/PBI/2011 UJKS Jabal Rahmah belum menerapkan standar
manajemen risiko sesuai regulasi tersebut. Sebagai lembaga keuangan
syariah yang pada dasarnya berbadan hukum koperasi dan ikut pada
aturan Kementerian Koperasi dan UKM memang belum ada aturan
tertulis mengenai strategi manajemen risiko termasuk mitigasi risiko.
Sehingga PBI No. 13/23/PBI/2011 bisa dijadikan pedoman selama belum
ada aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM terkait

manajemen risiko termasuk mitigasi risiko.

B. Saran
1. Diharapkan kepada pihak UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo
untuk membuat akta notaris terhadap akta fidusia yang dibuat serta
melakukan pendaftaran terhadap benda yang jadikan jaminan fidusia di
kantor pendaftaran fidusia, agar hak-hak nya sebagai kreditur ketika
melakukan eksekusi benda jaminan bisa mendapat perlindungan secara
hukum sesuai yang diamanatkan oleh UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia.

2. Diharapkan kepada pihak UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo
untuk lebih memperhatikan ketentuan mengenai rahn pada umumnya dan

rahntasjily, agar sesuai dengan apa yang diatur terkait dengan kedua hal
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tersebut. Sehingga apa yang menjadi langkah-langkah dalam menetapkan
strategi mitigasi risiko bisa sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan
tanpa melanggar syariat dan tetap memenuhi kriteria ketentuan

diperbolehkannya akad tersebut.

. Diharapkan kepada pihak UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo
untuk bisa berpedoman kepada standar Basel II yaitu PBI No.
13/23/PBI/2011, meskipun pada dasarnya aturan tersebut diperuntukkan
untuk perbankan, namun regulasi tersebut sangat baik ketika diterapkan
pada lembaga koperasi yang juga memiliki karakteristik menyerupai
perbankan, selama belum ada aturan tertulis yang mengatur secara khusus
tentang strategi manajemen risiko termasuk mitigasi risiko di dalamnya
yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang membawahi

Koperasi.
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